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ABSTRAK

PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI
TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Bandar
Lampung)

Oleh

M. AQIEL SIRADJ

Masalah pada penelitian ini adalah terdapat banyak temuan anomali data pemilih
yang dimutakhirkan menggunakan Sidalih serta jaringan server Sidalih yang kerap
kali mengalami gangguan sehingga mempengaruhi keakuratan data pemilih yang
dimutakhirkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan
apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas sistem dan
kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna Sistem Informasi Data Pemilih
(Sidalih). Penelitian ini menggunakan metode korelasional dengan pendekatan
kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini
menggunakan teknik penyebaran angket dan dokumentasi. Penelitian ini
menggunakan teori sistem informasi yang dikemukakan oleh DeL.one dan McLean
sebagai pisau analisis dalam pemecahan masalah dan menjadi indikator variabel
penelitian. Variabel yang diteliti yaitu Kualitas Sistem Informasi (X) dan Kepuasan
Pengguna (Y). Populasi penelitian ini berjumlah 148 orang. Teknik pengambilan
sampel yang dipakai yaitu purposive sampling dengan hasil sampel 108 orang.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket guna
pengumpulan data jawaban sampel. Teknik analisis data menggunakan uji regresi
sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif antara
kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pengguna sebesar 40,7% yang jika
diinterpretasikan masuk kedalam kategori sedang.

Kata kunci: Sidalih, kualitas sistem informasi, kepuasan pengguna.



ABSTRACT

THE INFLUENCE OF SYSTEM INFORMATION QUALITY
TOWARDS USER SATISFACTION
VOTER DATA INFORMATION SYSTEM
(Study on the 2020 Regional Head Election in Bandar Lampung City)

By

M. AQIEL SIRADJ

The problem in this study is that there are any anomalous findings of updated voter
data using Sidalih and Sidalih’s server network which is often disrupted, affecting
the accuracy of updated voter data. The purpose of this study is to find out and
describe whether there is a positive and significant influence between system
quality and information quality on user satisfaction of the Voter Data Information
System (Sidalih). This research uses a correlational method with a quantitative
approach. The data collection technique used in this study is questionnaire and
documentation. This research uses the information systems theory proposed by
DeLone and McLean as an analysis knife in problem solving and becomes an
indicator of research variables. The variables studied were Quality of Information
System (X) and User Satisfaction (Y). the population of the study numbered 148
people. The sampling technique used is purposive sampling with a sample of 108
people. The data collection technique in this study used questionnaire to collect
sample’s answer. Data anlysis technique using the simple regression. The result of
this study show that there is a positive influence between quality of information
system on user satisfaction by 40,7% which if interpereted falls into the moderate
category.

Keywords: Sidalih, quality of information system, user satisfaction.
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Di era modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan
berkembang dengan pesat. Seiring perkembangannya, penggunaan
teknologi sudah digunakan hampir di semua lini kehidupan manusia.
Indonesia juga termasuk negara yang merasakan arus perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi saat ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi saat ini dapat dilihat pada perluasan akses internet, kemudahan
akses informasi, serta perubahan kanal informasi menjadi digital dengan
mengandalkan internet untuk menyajikan informasi secara real time.
Perkembangan teknologi yang massive tersebut tentu tidak hanya
membawa kemudahan dan hal-hal positif bagi kehidupan manusia, tetapi
juga membawa dampak yang buruk tergantung kepada dan bagaimana
teknologi tersebut dimanfaatkan. Sejalan dengan hal tersebut, menurut
(Sari & Warjio, 2018) penggunaan teknologi informasi dapat memberikan
keuntungan yang sangat besar dalam suatu lembaga, sehingga harus
dimanfaatkan dengan baik serta menjadi kebutuhan yang sangat mendasar.

Berbagai lembaga yang ada di Indonesia juga telah memanfaatkan
kemajuan teknologi tersebut untuk kemudahan pelaksanaan dan tugasnya.
Bahkan sektor bisnis layanan dan jasa juga telah mengadopsi kemajuan
teknologi dengan bukti banyak kemunculan start up yang memanfaatkan
penggunaan internet dalam menjalankan bisnisnya. Hal tersebut dapat
menjadi bukti yang kuat bahwa internet sudah menjadi bagian dari

kebutuhan pokok kehidupan masyarakat di seluruh dunia.



Hal serupa juga terjadi pada lembaga-lembaga pemerintah, salah satunya
adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan semakin pesatnya
perkembangan teknologi saat ini, KPU meluncurkan sebuah sistem aplikasi
yang berfungsi sebagai alat untuk perhitungan data pemilih. Sistem aplikasi
tersebut merupakan sebuah terbosan yang dilakukan oleh KPU agar data
pemilih dapat lebih mudah diakses, diintegrasikan, dan dapat membantu
menganalisis anomali data pemilih. Sistem tersebut Bernama Sistem
Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sidalih merupakan sebuah sistem
informasi berbasis web yang menyediakan data pemilih yang dapat diakses
oleh masyarakat dan petugas KPU itu sendiri untuk melakukan proses input
dan output data pemilih. Menurut Dhindsa dkk (dalam Wanprala et al.,
2020) menyatakan bahwa pada dasarnya website pemerintah menyediakan
kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses layanan informasi
pemerintah dengan perangkat elektronik. Hal tersebut juga sejalan dengan
pendapat Rosenbaum et al (dalam Wanprala et al., 2020) yang menyatakan
bahwa website dapat membantu sebuah organisasi atau lembaga
pemerintahan untuk dapat meningkatkan legitimasi dengan lebih
transparan, terbuka, dan efektif.

Sedangkan menurut (Tumarni, 2015) menyatakan bahwa suatu sistem yang
sukses diimplementasikan adalah yang mempunyai kinerja yang baik dari
segi hardware dan software dalam mendukung kemudahan sistem dan
penggunaannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan
pengguna. Sejalan dengan hal tersebut, menurut (Antasari & Yaniartha,
2015) menyatakan bahwa “Seseorang yang merasa puas akan suatu sistem
informasi cenderung akan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik”.
Dengan kata lain, apabila tingkat kepuasan pengguna akan suatu sistem

informasi semakin tinggi, maka akan semakin tinggi pula kinerja mereka.

Menurut Komara (dalam Akbar Paisal. Ulung Pribadi dan Eko Priyo
Purnomo, 2020) Sidalih merupakan sebuah sistem informasi yang memiliki
peran sangat penting dalam tahapan Pemilu. Sejalan dengan itu, menurut
Romney dan Paul (dalam Rakhmadian et al., 2017) mengatakan bahwa

sistem informasi yang berkualitas sangat penting untuk proses



pengambilan keputusan, oleh karena itu sangat diperlukan sistem informasi
yang relevan dengan kebutuhan suatu lembaga. Lebih lanjut menurut Rahat
(dalam Rakhmadian et al., 2017) menyatakan bahwa sistem informasi
merupakan salah satu solusi dari permasalahan-permasalahan yang
dihadapi oleh suatu lembaga dan dapat berguna untuk menghadapi

tantangan di masa sekarang.

Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020, KPU telah menggunakan beberapa
sistem informasi seperti Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem
Informasi Partai Politik (SIPOL), Sistem Informasi Penghitungan Suara
(Situng), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Kekayaan
Barang Milik Negara (Simak BMN), Sistem Informasi Berbasis Anggaran
(Saiba), Sistem Informasi Monitoring Keuangan (Simonika), Sistem
Informasi Dana Kampanye (Sidakam), dan Sistem Informasi Data Pemilih
(Sidalih). Penggunaan dan pengembangan sistem informasi tersebut

tentunya bertujuan untuk meningkatkan proses kepemiluan yang kredibel.

Sebagai lembaga publik yang bersifat terbuka KPU dalam menjalankan
tahapan kepemiluan harus mampu mengelola informasi publik yang terkait
data kepemiluan yang wajib disimpan, dikelola, dan digunakan untuk
keterbukaan informasi publik. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat
6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik yang mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik
merupakan sebuah pemanfaatan penyajian data informasi yang bersifat
publik dan terbuka. Sejalan dengan itu, menurut (Rosmajudi, 2020)
menyatakan bahwa sangat diperlukan adanya kemudahan akses informasi
yang diberikan oleh lembaga pemerintah terkait data-data dan informasi
yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pihak terkait lainnya. Saat ini,
keterbukaan layanan publik sudah wajib dilakukan oleh setiap instansi
pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah.

Saat ini pelaksanaan pengelolaan lembaga pemerintahan telah
bertransformasi menjadi era digital, dimana semua data dan informasi

tersimpan dalam sebuah bank data, dan dapat dipublikasikan secara



transparan dan akuntabel. Proses digitalisasi yang terjadi saat ini telah
memberikan  perubahan mendasar terhadap pelaksanaan tugas
konvensional menjadi digital atau melalui elektronik. Menurut (Rosmajudi,
2020) perubahan tersebut telah memberikan layanan yang lebih efisien dan
efektif, bagi lembaga pemerintahan itu sendiri ataupun bagi publik sebagai

pengguna layanan.

Dalam rangka pengelolaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), KPU
berpedoman dengan Peraturan KPU Pasal 1 angka 45 dimana terdefinisi
bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang
berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

menyebarkan informasi.

Sebagai alat bantu untuk pemutakhiran dan penyusunan data pemilih,

Sidalih memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Konsolidasi
Dalam hal fungsi konsolidasi, Sidalih dapat mendukung kerja KPU
dalam mengkoordinasi sumber data pemilih baik data
kependudukan dari pemerintah maupun DPT Pemilu terakhir dari
KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang merupakan data awal bagi
KPU untuk menyusun daftar pemilih

2. Fungsi Pemeliharaan
Dalam hal fungsi pemeliharaan, Sidalih dapat melakukan
pemeliharaan dan pemutakhiran data pemilih. Pada fungsi ini
Sidalih digunakan untuk melakukan proses input dan output.
Dengan kata lain, fungsi pemeliharaan berguna untuk membantu
dalam melakukan identifikasi permasalahan daftar pemilih.

3. Fungsi Sosialisasi
Dalam hal fungsi sosialisasi, Sidalih dapat membantu
pemeliharaan, penyediaan, dan penyerahan salinan daftar pemilih

kepada pengawas maupun peserta Pemilu.



Secara garis besar, Sidalih merupakan tempat penyimpanan data pemilih
sesuai dengan ketentuan Pasal 201 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
tentang Pemilu menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menyediakan data kependudukan dalam bentuk data agregat kependudukan
per-Kecamatan, Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai
bahan bagi KPU dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan
data Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal di luar negeri
sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) dan
Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 lalu, Sidalih memiliki peran penting
dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih. Terlebih tingkat akurasi
data pemilih sangat menentukan tingkat partisipasi pemilih pada gelaran
Pilkada tahun 2020 lalu. Penggunaan Sidalih pada Pilkada tahun 2020
dimulai pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar
Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Selain
pemanfaatan dalam penyusunan data pemilih, Sidalih juga digunakan
dalam pemenuhan kebutuhan logistik selama Pilkada sekaligus menjadi
alat bantu untuk pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Adapun
jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemula (DP4) pada Pilkada tahun
2020 lalu adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penduduk Potensi Pemilih Pemula (DP4)

NO KECAMATAN JUMLAH DP4 JUMLAH
L P TOTAL
1 Bumi Waras 24,752 23,097 47,849
2 Enggal 11,700 11,867 23,567
3  Kedamaian 21,481 20,992 42,473
4 Kedaton 22,525 22,208 44,733
5  Kemiling 30,652 30,549 61,201
6 Labuhan Ratu 19,466 19,240 38,706
7  Langkapura 14,976 14,886 29,862
8  Panjang 31,506 30,008 61,514
9 Rajabasa 21,055 20,439 41,494




NO KECAMATAN JUMLAH DP4 JUMLAH
L P TOTAL
10  Sukabumi 26,974 26,066 53,040
11 Sukarame 25,257 25,032 50,289
12 Tanjung Senang 23,043 22,764 45,807
13  Tanjung Karang Barat 24,722 24,071 48,793
14 Tanjung Karang Pusat 22,461 21,613 44,074
15 Tanjung Karang Timur 16,856 16,507 33,363
16  Teluk Betung Barat 14,197 13,409 27,606
17  Teluk Betung Selatan 17,149 16,413 33,352
18  Teluk Betung Timur 19,836 18,670 38,506
19 Teluk Betung Utara 21,505 20,947 42,452
20  Way Halim 28,191 27,937 56,128
JUMLAH 438,304 426,715 865,019

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung (Data diolah peneliti).

Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bandar Lampung pada
Pilkada tahun 2020 lalu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

NO KECAMATAN JUMLAH DPT JUMLAH
L P TOTAL
1 Bumi Waras 18,082 17,265 35,347
2 Enggal 8,554 8,849 17,403
3  Kedamaian 16,706 16,697 33,403
4 Kedaton 16,099 16,521 32,620
5 Kemiling 22,863 23,066 45,929
6 Labuhan Ratu 15,344 15,664 31,008
7  Langkapura 12,066 12,067 24,133
8 Panjang 21,471 21,093 41,564
9 Rajabasa 14,482 14,004 28,486
10  Sukabumi 21,481 21,015 42,496
11  Sukarame 18,467 18,623 37,090
12 Tanjung Senang 16,535 16,677 33,2122




NO KECAMATAN JUMLAH DPT JUMLAH
L P TOTAL
13  Tanjung Karang Barat 18,303 18,345 36,648
14 Tanjung Karang Pusat 14,469 14,466 28,935
15 Tanjung Karang Timur 11,381 11,528 22,909
16  Teluk Betung Barat 11,827 11,301 23,128
17  Teluk Betung Selatan 15,719 15,228 30,947
18  Teluk Betung Timur 14,928 14,364 29,292
19  Teluk Betung Utara 14,568 14,709 29,277
20  Way Halim 21,084 21,367 42,451
JUMLAH 322,849 324,429 647,278

Sumber: KPU Kota Bandar Lampung (Data diolah peneliti)

Berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemula (DP4) dan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) Kota Bandar Lampung pada Pilkada tahun 2020 lalu
terdapat kesenjangan jumlah. Dapat dicermati bahwa terdapat setidaknya
217,741 pemilih yang tidak memenuhi syarat pada Pilkada Kota Bandar
Lampung tahun 2020 lalu.

Tabel 3. Anomali Data Pemilih

No. Jenis Pelanggaran Jumlah Kasus
1. Data ganda (Agustus 2020) 1.048
2. Tidak terdaftar sebagai pemilih 1.892
3. Tidak memiliki KTP-Elektronik 5.682

Sumber: Data diolah peneliti (Bawaslu dan KPU Kota Bandar Lampung)

Temuan adanya anomali data pemilih tersebut berpengaruh signifikan
terhadap proses pemutakhiran data pemilih, akibatnya proses penetapan
Daftar Pemilih Tetap (DPT) di KPU Kota Bandar Lampung bahkan
dilakukan hingga tahap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap-3
(DPTHP-3). Sebagaimana yang terjadi di Kota Bandar Lampung,
permasalahan utama anomali data yang ditemukan terjadi pada tingkat

Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota bahkan tingkat Provinsi.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung yang menyatakan



bahwa proses perekaman KTP-Elektronik hingga mendekati Pilkada tahun
2020 baru dirampungkan sebesar 86%. Akibat terlambatnya proses
perekaman KTP-Elektronik, tentu menghambat proses input dan output

dari pemutakhiran data pada Sidalih.

Selain permasalahan yang disebutkan di atas, kelemahan lainnya yang
membuat kinerja Sidalih belum maksimal adalah jaringan server Sidalih
yang sering kali down, sehingga menyebabkan proses input dan output
pemutakhiran data pada Sidalih menjadi terhambat. Persoalan demikian
paling sering dikeluhkan oleh operator dan admin Sidalih di KPU Kota
Bandar Lampung. Berdasarkan hasil wawancara pra riset peneliti dengan
Ferrydon Nugraha, salah seorang operator Sidalih di KPU Kota Bandar
Lampung yang mengatakan bahwa sering terjadinya gangguan server pada
Sidalih menyebabkan proses pemutakhiran dan penyusunan data pemilih
menjadi terhambat. Akibatnya, tenggat waktu input data pada Sidalih
menjadi terganggu. Padahal berdasarkan regulasi yang ada, KPU Kota
Bandar Lampung wajib mengikuti tenggat waktu yang sudah diatur

sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Ida Bagus Gede Mawang Mangun Buana dan Ni Gusti Putu
Wirawati (2018) dengan judul Pengaruh Kualitas Sistem Informasi,
Kualitas Informasi, dan Perceived Usefulness pada Kepuasan
Pengguna Sistem Informasi Akuntansi. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan pada penelitian
ini bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi berpengaruh
positif terhadap kepuasan pengguna Sistem Informasi Akuntansi
dengan nilai adjusted R2 sebesar 0,533 hal ini berarti 53,3 persen
kepuasan pengguna dipengaruhi oleh variabel Kualitas Sistem
Informasi, Kualitas Informasi, dan Perceived Usefulness.

2. Ni Made Siti Rukmiyati dan | Ketut Budiartha (2016) dengan judul

Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi, dan



Perceived Usefulness pada Kepuasan Pengguna Akhir Software
Akuntansi. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linier
berganda menunjukkan variasi variabel Kepuasan Pengguna Akhir
Software Akuntansi dapat dijelaskan oleh variasi variabel Kualitas
Sistem, Kualitas Informasi, dan Perceived Usefulness sebesar 59,1
persen.

3. Suharno Pawirosumarto (2016) dengan judul Pengaruh Kualitas
Sistem, Kualitas Informasi, dan Kualitas Layanan terhadap
Kepuasan Pengguna Sistem E-Learning. Berdasarkan hasil
pengujian dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem, kualitas
informasi, dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan pengguna sistem e-learning.

4. Bernadeta Asri Rejeki Tulodo dan Achmad Solichin (2019) dengan
judul Analisis Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, dan
Perceived Usefulness Terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi Care.
Berdasarkan analisis penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
kualitas sistem berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap
kepuasan pengguna sedangkan kualitas informasi dan perceived
usefulness berpengaruh positif dan signifikan.

5. Dony Setiawan Hendeya Putra dan Meilana Siswanto (2016)
dengan judul penelitian Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas
Informasi dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Daerah Kalisat
Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan
bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan

berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna.

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat kesamaan yang menjadi landasan
peneliti dalam melakukan penelitian. Kelima penelitian terdahulu yang
relevan di atas memiliki kaitan dengan penelitian ini sebagai acuan dan
gambaran bahwa terdapat pengaruh baik dalam Kualitas Sistem Informasi
terhadap Kepuasan Pengguna. Persamaan penelitian relevan dengan
penelitian ini sudah jelas terkait dengan variabel yang diteliti. Sedangkan
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perbedaannya ada pada lokasi dan subjek penelitian yang berkaitan dengan
kepuasan pengguna operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah
dalam penelitian ini adalah, apakah terdapat pengaruh yang positif antara
Kualitas Sistem Informasi terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi
Data Pemilih pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh yang positif antara
Kualitas Sistem Informasi terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi
Data Pemilih pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan guna
pengembangan ilmu pengetahuan pada Program Studi Ilimu
Pemerintahan khususnya pada mata kuliah Tata Kelola Pemilu (TKP).

2. Manfaat Praktis
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi
pemikiran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam
mengembangkan kualitas sistem dan informasi pada Sistem Informasi
Data Pemilih (Sidalih) sehingga di masa yang akan datang mampu
menghasilkan data pemilih yang akurat. Adapun dari kendala-kendala
yang terjadi selama penggunaan Sidalih dapat dikembangkan

sehingga dapat meningkatkan kualitas Sidalih di masa mendatang.



Il.  TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Informasi
Secara sederhana sistem informasi dapat dipahami sebagai suatu himpunan
atau kumpulan dari kelompok orang yang bekerja, prosedur, dan sumber
daya peralatan yang mengumpulkan data dan mengolah, merawat, dan
menyebarkan informasi dalam suatu informasi. Menurut Marimin et al
(dalam Janry Haposan U. & P. Simanungkalit, 2012) menyederhanakan
pemahaman terhadap sistem informasi sebagai sebuah komponen dalam
sebuah organisasi atau perusahaan yang berhubungan dengan proses
penciptaan dan pengaliran informasi yang akan digunakan oleh satu atau
lebih pengguna (user). Para pengguna tersebut biasanya tergabung pada
suatu entitas organisasi formal seperti departemen atau lembaga suatu
instansi pemerintahan yang dijabarkan dari tingkat direktorat, bidang,

hingga unit terkecil dalam sebuah lembaga.

Pada dasarnya sistem informasi merupakan suatu sistem yang dibuat oleh
manusia yang terdiri dari komponen-komponen pada lembaga untuk
mencapai sebuah tujuan yaitu menyajikan informasi yang akuntabel. Di
dalam sistem informasi suatu lembaga pasti membutuhkan adanya
pengelolaan transaksi, perkembangan secara operasional, dan bersifat
manajerial terkait strategi dari suatu lembaga dalam menyediakan
informasi yang akan diakses oleh pengguna (Janry Haposan U. & P.
Simanungkalit, 2012).

Keberhasilan suatu sistem informasi tidak lepas dari hubungan kausal yang

saling berkaitan antara kualitas sistem dan kualitas informasi yang
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berimplikasi terhadap kepuasan pengguna. Salah satu konsep keberhasilan
suatu sistem informasi adalah konsep yang dikembangkan oleh (DeLone &

McLean, 2016) yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Penggunaan
Kualitas / %
Sistem Dampak Dampak
ﬁ@ Individu Organisasi
Kualitas

Informasi [~ F)KEpuasan
engguna

Gambar 1. Konsep Keberhasilan Sistem Informasi
Sumber: DeLone & McLean (2016)

Berdasarkan model keberhasilan di atas, dapat diketahui bahwa untuk
menciptakan sebuah sistem informasi yang baik harus memperhatikan
kemudahan penggunaan (ease of use) yang dihasilkan dari kualitas sistem

(system quality) yang baik.

2.1.1. Sistem
Sistem merupakan sebuah pendekatan yang ditekankan kepada
prosedur jaringan kerja yang saling terhubung, mengelompok, dan
bekerja sama untuk mendapatkan pencapaian atau tujuan yang sama.
Pada prinsipnya dalam pengelompokan sistem terdapat dua bagian
yaitu sistem terbuka dan tertutup. Dalam kaitannya dengan Sidalih,
sistem yang dianut oleh KPU dalam mengembangkan Sidalih
menggunakan sistem terbuka. Menurut (Dedy Prehanto, 2020) sistem
terbuka adalah hubungan proses sistem dengan lingkungan melalui

arus sumber daya, yang dapat digambarkan pada gambar di bawah ini:

Sumber Daya
Output

Sumber Daya

Proses
Input

\ 4

\ 4

Gambar 2. Sistem Terbuka
Sumber: Dedy Prehanto (2020)
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Sedangkan menurut Schrode dan Voich (dalam Hartono, 2013)
menyatakan bahwa suatu sistem adalah “whole compounded of
several parts” yang artinya bahwa sebuah sistem adalah suatu
kesatuan yang tersusun dari sejumlah elemen. Lebih lanjut menurut
Bonita J. Campbel (dalam Hartono, 2013) menegaskan bahwa sistem
adalah “any group of interrelated components or parts which function
together to achieve a goal” yang berarti bahwa suatu sistem adalah
perhimpunan bagian atau komponen yang saling berkaitan dan secara

bersama-sama berfungi atau bergerak untuk mencapai sebuah tujuan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa
sebuah sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari beberapa bagian
atau komponen yang berproses dengan menggunakan sebuah metode

atau cara untuk mencapai sebuah tujuan.

Berbeda dengan model yang dikembangkan oleh DelLone dan
McLean, adapun menurut Shuterland (dalam Hartono, 2013) sebuah
sistem dapat dilihat dari suatu rangkaian sebab akibat yang berurutan,
di mana proses input diproses dan masuk ke dalam sistem lalu diolah
dan diubah menjadi ouput. Keluaran atau ouput ini nantinya akan
mempengaruhi lingkungan (environment) sehingga terjadi sebuah
perubahan di dalam lingkungan sistem. Informasi tentang perubahan
dalam lingkungan sistem tersebut disebut sebagai umpan balik
(feedback) yang kemudian ditangkap kembali oleh sistem sebagai
input baru, demikian seterusnya. Adapun gambaran terkait model
yang dikembangkan oleh Shuterland sebagai berikut:
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Umpan Balik |
(Feedback)

A\ 4

Pengolahan
(Process)

Keluaran
(Output)

Masukan
(Input)

Gambar 3. Model Umum Sebuah Sistem
Sumber: Hartono (2013)

Adapun karakteristik sistem menurut (Dedy Prehanto, 2020) adalah
sebagai berikut:

1. Komponen Sistem (Components)
Di dalam sebuah sistem terdapat komponen-komponen yang
beberapa diantaranya melakukan interaksi dengan membentuk
satu kesatuan dan saling bekerja sama yang terdiri dari berbagai
cabang sistem.

2. Penghubung (Interface)
Penghubung  sistem  merupakan alat bantu  yang
menghubungkan antara satu sub sistem ke sub sistem lainnya.
Melalui  penghubung  tersebut  sumber-sumber daya
dimungkinkan mengalir ke sub sistem. Keluaran (ouputi) dari
sub sistem ini akan menjadi masukan (input) untuk sub sistem
dengan alat bantu penghubung (interface).

3. Batas (Boundary)
Batas sistem merupakan lingkup luar yang dibatasi oleh sebuah
ruang lingkup (scope) atau sistem dengan batas sistem lain yang
sesuai dengan lingkup daerahnya.

4. Lingkungan Luar (Environment)
Lingkungan luar pada sistem merupakan sebuah pengaruh

operasi sistem oleh lingkungan luar sistem. Lingkungan luar
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yang bersifat menguntungkan harus dijaga dalam sistem
sedangkan yang bersifat merugikan harus dikendalikan.

5. Masukan (Input)
Masukan sistem merupakan sumber daya yang dimasukkan ke
dalam sistem yang dapat berupa perawatan (maintenance input),
dan masukan sinyal (signal input). Perawatan sistem merupakan
sumber daya yang dimasukkan agar sistem dapat beroperasi.
Sedangkan sinyal sistem adalah sumber daya yang diproses
untuk mendapatkan sebuah output. Sebagai contohnya adalah
sebuah software yang di-maintenance agar sistem tetap berjalan
sedangkan signal input adalah data sinyal yang diproyeksikan.

6. Keluaran (Output)
Keluaran sistem adalah sebuah sumber daya yang dihasilkan
setelah proses masukan (input) yang kemudian di proses
kembali kepada sistem yang disebut sebagai umpan balik.

7. Tujuan (Goal)
Sesuatu atau keadaan yang ingin dicapai oleh sistem, baik dalam
jangka pendek maupun jangka panjang.

8. Sensor dan Kendali (Censor & Control)
Sesuatu yang bertugas untuk memantau dan menginformasikan
perubahan-perubahan di dalam lingkungan luar dan dalam
sebuah sistem.

9. Umpan Balik (Feedback)
Informasi tentang perubahan-perubahan lingkungan dan

penyimpangan dalam sebuah sistem.

Informasi

Informasi pada saat ini telah menjadi komoditi yang memiliki peranan
penting dan berpengaruh bagi kemajuan seorang individu, sebuah
lembaga atau organisasi dan perusahaan. Maka dari itu, sebuah
informasi harus dikelola dengan baik agar informasi tersebut tepat
sasaran sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk mencapai

sebuah tujuan tertentu.
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Informasi pada dasarnya adalah sebuah data yang telah diolah menjadi
bentuk yang berguna bagi penerima atau penggunanya. Menurut
Sudirjo (dalam Winoto et al., 2021) informasi adalah data yang
penting sehingga menghasilkan pengetahuan yang berguna bagi
penggunanya. Informasi yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang
baik seperti akurat, tepat waktu, dan relevan sehingga bisa
dimanfaatkan dengan baik oleh penggunanya untuk membuat sebuah

keputusan.

Menurut Muttagien dan Kusumayadi (dalam Winoto et al., 2021)
informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah dalam suatu
sistem sehingga dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan.
Sedangkan menurut (Dedy Prehanto, 2020) “informasi memiliki
sebuah sumber data yang menggambarkan kejadian secara nyata (real
time) pada saat tertentu. Sumber data informasi tersebut perlu diolah
melalui sebuah siklus yang dinamakan sebagai siklus pengolahan data

(data processing life cycle).”

Informasi dapat dikatakan berharga jika informasi itu dapat dijadikan
alat bantu dalam pengambilan Kkeputusan. Adapun menurut
(Jogiyanto, 2005) informasi dapat bermanfaat harus memiliki kualitas
sebagai berikut:

1. Relevan, yaitu dapat menambah pengetahuan atau nilai guna
bagi para pembuat keputusan dengan cara mengurangi
ketidakpastian, meningkatkan kemampuan untuk memprediksi
sebuah keputusan, dan menegaskan dugaan semula,

2. Dapat dipercaya, yaitu bebas dari kesalahan atau bisa secara
akurat menggambarkan kejadian atau aktivitas organisasi,

3. Lengkap, yaitu tidak menghilangkan data penting yang
dibutuhkan oleh para pengguna,

4. Tepat waktu, yaitu disajikan pada saat yang tepat untuk

mempengaruhi proses pembuatan keputusan,
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5. Mudah dipahami, yaitu disajikan (interface) dalam format yang

mudah dimengerti.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa
sebuah informasi ditentukan dari manfaatnya. Suatu informasi
dikatakan bermanfaat apabila dapat efektif dalam hal membantu

proses pengambilan keputusan.

2.2. Kualitas

Kualitas sejatinya memiliki banyak makna dan dapat diartikan berbeda-
beda tergantung pada konteksnya. Dalam penelitian ini, kualitas yang
dimaksud adalah terkait kualitas sistem informasi. Adapun pengertian
kualitas yang dikemukakan oleh Tjiptono (dalam Mamesah, 2020) dapat
diartikan sebagai “kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,
sumber daya manusia proses, dan lingkungan yang memenuhi atau
melebihi harapan”. Lebih lanjut menurut Sunyoto (dalam Mamesah, 2020)
mengatakan bahwa kualitas merupakan suatu ukuran untuk menilai bahwa
suatu barang atau jasa memiliki nilai guna atau dengan kata lain telah
memiliki fungsi sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan definisi di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kualitas
adalah hubungan antara produk dan pelayanan yang diberikan kepada
pengguna atau konsumen yang dapat memenuhi harapan dan kepuasan

pengguna.

2.2.1. Kualitas Sistem
Kualitas sistem adalah pengukuran proses sistem informasi yang
berkaitan pada hasil interaksi antara pengguna dengan sistem.
Kualitas sistem mempunyai komponen seperti ketersediaan peralatan,
reliabilitas, kemudahan untuk digunakan, dan waktu respons.
Komponen-komponen tersebut menjadi faktor penentu sebuah sistem

informasi dapat memiliki nilai guna atau tidak.
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(Jogiyanto, 2007: 12) menjelaskan bahwa “kualitas sistem digunakan
untuk mengukur kualitas sistem teknologi itu sendiri”. Sejalan dengan
itu, menurut Chen (dalam Fendini, 2020) menjelaskan bahwa
“kualitas sistem merupakan suatu ukuran pengolahan sistem informasi
itu sendiri”. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
kualitas sistem merupakan ukuran terhadap sistem informasi yang
terfokus kepada kepuasan pengguna dari hasil interaksi antara

pengguna dan sistem.

Adapun menurut (Nelson et al., 2005) menjelaskan kualitas sistem

dapat diukur melalui 5 (lima) dimensi, antara lain:

1. Reliabilitas sistem, mengukur keandalan atas sistem yang
dioperasikan,

2. Fleksibilitas sistem, sistem dapat menyesuaikan dengan
berbagai kebutuhan pengguna dan kondisi yang berubah-ubah,

3. Integrasi sistem, sistem dapat memudahkan dalam
menggabungkan data dari berbagai macam sumber untuk
mendukung pengambilan keputusan,

4. Aksesibilitas sistem, kemudahan dalam mengakses informasi
ataupun kemudahan untuk menghasilkan informasi dari suatu
sistem,

5. Waktu respons sistem, mengasumsikan respons sistem yang

cepat atau tepat terhadap permintaan akan sebuah informasi.

Kualitas sistem dapat diukur dengan melihat bagian fungsionalnya
yaitu usability. Kegunaan (usability) adalah bagian dari prinsip
interaksi antara pengguna dengan sistem yang menyediakan sebuah
informasi. (Nelson et al., 2005) berpendapat bahwa usability terdiri
dari 4 (empat) prinsip dasar yaitu, (1) Navigation, (2) Timeless, (3)
Credibility, dan (4) Content.

Kualitas sistem memerlukan indikator untuk mengukur seberapa besar
kualitas sistem tersebut memberikan sebuah manfaat. Indikator

Kualitas Sistem pada penelitian menggunakan indikator konsep yang
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dikemukakan oleh Ryan Nelson dkk. Adapun indikator yang
digunakan menurut (Nelson et al., 2005: 206) adalah sebagai berikut:

Reliabilitas sistem,
Fleksibilitas sistem,
Integrasi Sistem,

Aksesibilitas sistem, dan

o & w0 DN PE

Waktu respons sistem.

2.2.2. Kualitas Informasi

Kualitas informasi memiliki komponen-komponen informasi yang
diperoleh dari sebuah sistem yaitu, keakuratan informasi, relevansi
informasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan informasi. Menurut
(Jogiyanto, 2007: 15) mengemukakan bahwa ‘“kualitas informasi
mengukur kualitas ouput dari sebuah sistem informasi”. Selain itu,
menurut (DeLone & McLean, 2016) Kualitas informasi berkaitan
dengan system use, user satisfaction, dan net benefits. Dengan kata
lain, kualitas informasi berkaitan dengan penggunaan sistem
informasi yang berhubungan erat dengan kepuasan pengguna dan nilai

guna dari informasi itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, peneliti dapat
menyimpulkan bahwa kualitas informasi adalah suatu pengukuran
yang berfokus kepada output yang telah diproses oleh sistem, serta
berkaitan dengan kepuasan pengguna dan nilai guna dari sebuah
informasi itu sendiri. (Jogiyanto, 2007) menjelaskan bahwa kualitas

informasi terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Akurat, sebuah informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak
bersifat bias atau menyesatkan. Sebuah informasi haruslah
memiliki  keakuratan tertentu agar tidak diragukan
kebenarannya.

2. Tepat pada waktunya, sebuah informasi yang diterima oleh

pengguna tidak boleh datang terlambat atau tidak tepat waktu.
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Sebab informasi sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan
keputusan.
3. Relevan, sebuah informasi yang ada harus memiliki

kemanfaatan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penggunanya

Sejalan dengan pernyataan Jogiyanto, menurut Weber (dalam Ritonga
& Yanto, 2013) menilai sebuah kualitas informasi antara lain,
Accuracy, Timeless, Relevance, Informativeness, dan
Competitiveness. Lebih lanjut menurut (DeLone & McLean, 2016)
kualitas informasi adalah output yang dihasilkan oleh sistem
informasi yang memiliki kriteria antara lain, (1) Completeness, (2)

Relevance, (3) Accurate, (4) Timeless, dan (5) Format.

Untuk mengukur kualitas informasi pada penelitian menggunakan
indikator yang dikembangkan oleh (DeLone & McLean, 2016) yaitu:

1. Kelengkapan informasi (completeness),
2. Mudah dipahami (ease understanding),
3. Keakuratan informasi (accuracy), dan
4,

Relevan (relecance).

2.3. Kepuasan Pengguna
Menurut (Jogiyanto, 2007) mengatakan bahwa “kepuasan pengguna adalah
respons pemakai atau pengguna keluaran (output) sistem informasi”. Lebih
lanjut menurut Somers et al (dalam Fendini, 2020) mendefinisikan “End-
User Satisfaction (EUS) sebagai sikap afektif terhadap perangkat lunak
aplikasi tertentu oleh seseorang yang berinteraksi secara langsung dengan
komputer”. Dengan kata lain, bahwa kepuasan muncul karena sistem yang
digunakan dapat dimanfaatkan dengan baik dengan cara adanya interaksi
langsung antara pengguna dengan sebuah sistem. Berdasarkan pendapat di
atas dapat peneliti simpulkan bahwa kepuasan pengguna erat kaitannya
dengan respons atau sikap yang dihasilkan dari interaksi pengguna dengan
sebuah sistem. Dengan sistem yang baik dan membawa manfaat akan

memberikan kepuasan terhadap pengguna, begitu pun sebaliknya jika
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sebuah sistem tidak dikembangkan dengan baik maka pengguna akan
merasa tidak puas dengan sistem yang dihasilkan.

Adapun pengukuran kepuasan pengguna yang digunakan pada penelitian
ini menggunakan indikator dari Somers et al (dalam Fendini, 2020) yang
mengungkapkan bahwa indikator untuk mengukur kepuasan pengguna

terdapat 5 (lima) dimensi pengukuran. Antara lain adalah sebagai berikut:

Isi (content),
Akurasi (accuracy),
Format (format),

Ketepatan waktu (timeless), dan
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Mudah digunakan (ease of use).

Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pemilihan umum
secara langsung di era reformasi yang mengindikasikan adanya
peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Penyelenggaraan Pilkada
secara langsung dipilih oleh rakyat memberikan ruang partisipasi yang luas
untuk memilih dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah.
Selain itu, Pilkada juga ditujukan untuk mendukung praktik otonomi
daerah, dikarenakan pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakatnya

akan lebih paham akan kondisi yang terjadi pada daerahnya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tertuang pada pasal 1 ayat
1 yang menjelaskan maksud pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Menurut (Asshiddigie, 2006) Pilkada secara langsung merupakan
mekanisme perwujudan demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di
daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan

untuk memilih calon pemimpin.



22

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dijadikan tolak ukur dari
jalannya proses demokrasi yang terjadi di suatu negara apakah demokratis
atau tidak, meskipun demokrasi memang tidak semata-mata tidak
ditentukan oleh terselenggaranya pemilih atau tidak. Sejatinya esensi dari
Pilkada adalah Pemilu, dimana secara prosedural dan substansi adalah hasil
manifestasi dari prinsip-prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan,
maka sejatinya Pilkada mendapatkan pengaturan khusus sebagai derajat

akuntabilitas dan kualitas demokrasinya dapat terpenuhi dengan baik.

Sejalan dengan itu, menurut (Prihatmoko & Moessafa, 2008) juga
mengatakan bahwa Pilkada merupakan mekanisme demokratis dalam
rangka rekrutmen pemimpin daerah, dimana rakyat secara langsung dapat
memilih calon pemimpin mereka sendiri. Dengan kata lain, Pilkada dapat
disebut sebagai pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut terpenuhi
dengan penunjang kegiatan yang terbuka atau transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan (accountable).

Berdasarkan definisi tentang Pilkada di atas, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa Pilkada merupakan sebuah proses bagi rakyat untuk memilih
pemimpin di daerah mereka secara langsung. Pemimpin yang terpilih
nantinya diharapkan dapat melaksanakan urusan dan berbagai
permasalahan yang ada di daerahnya karena sebagai bentuk perwujudan
otonomi daerah. Oleh karena itu, rakyat sejatinya harus memilih dengan
baik dan benar terhadap calon pemimpin mereka agar dapat membawa

perubahan yang baik bagi daerahnya.

Secara ideal, tujuan dari dilaksanakannya Pilkada adalah untuk
mempercepat adanya konsolidasi demokrasi. Selain itu, bertujuan untuk
mempercepat terciptanya praktik good governance yang baik karena
adanya keterlibatan masyarakat di dalam sebuah proses pembuatan
kebijakan. Hal ini juga dapat menjadi bukti bahwa terlaksananya sistem

desentralisasi dan otonomi daerah.

Lebih lanjut menurut (Prihatmoko & Moessafa, 2008) mengatakan bahwa

pemilihan kepala daerah dapat dikatakan demokratis apabila memiliki 3
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(tiga) kriteria, yaitu (1) keterbukaan, (2) ketepatan, dan (3) keefektifan.

Ketiga kriteria tersebut bukan hanya dipenuhi pada saat pemungutan suara

saja, tetapi juga sewaktu dilaksanakannya kampanye dan perhitungan suara

pemilihan. Selain itu, dalam Pilkada juga memiliki asas yang harus dipakai

selama jalannya pemilihan, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil. Adapun menurut (lzzaty & Nugraha, 2019) asas Pilkada

langsung menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.

Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya
secara langsung sesuai dengan pilihannya dan tanpa ada intervensi
dari pihak mana pun;

Umum

Pemilihan yang bersifat umum bermakna bahwa sebuah pemilihan
harus mampu menjamin kesempatan memilih yang berlaku bagi
seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi apa pun;

Bebas

Setiap warga negara berhak memilih dan bebas menentukan
pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapa pun;
Rahasia

Dalam menjalankan proses pemilihan, pemilih harus diberi jaminan
akan kerahasiaan pilihannya;

Jujur

Dalam penyelenggaraan Pilkada, setiap penyelenggara maupun
pengawas dan pihak mana pun yang terlibat dalam konteks
terselenggaranya pemilihan harus bersikap dan bertindak secara jujur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Adil

Pada penyelenggaraan Pilkada, setiap pemilih dan calon atau peserta
Pilkada harus mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari
kecurangan pihak mana pun.
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2.4.1. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Sebagaimana diketahui penyusunan daftar pemilih dalam setiap
penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, selalu memiliki
permasalahan terkait keakuratan data pemilih. Permasalahan terkait
daftar pemilih tidak dapat dianggap sebagai persoalan administratif
saja karena hal tersebut mencerminkan kelemahan dan kekurangan
dalam hal implementasi kinerja lembaga KPU. Terlebih lagi sistem
yang dianut di Indonesia adalah pendaftaran secara prakarsa negara
(state-initiated registration), yaitu mix-strategy dimana pemerintah
memberikan fasilitas dalam proses pendaftaran pemilih yang juga
dilakukan sendiri oleh pemilih. Prinsip yang dianut adalah para warga
negara dan negara berbagi tanggung jawab dalam pendaftaran pemilih
(citizens and the state share responisibilit for registrarion)
(Cahyaningsih et al., 2019).

Berdasarkan PKPU No. 11 Tahun 2018, pemutakhiran data pemilih
adalah sebuah kegiatan untuk pembaharuan data pemilih berdasarkan
Data Penduduk Potensial Pemilih Pemula (DP4) baik yang diperoleh
dari Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Disdukcapil) maupun dari Kemenlu dengan memperhatikan DPT
Pemilu atau Pilkada terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual
dan selanjutnya dijadikan bahan penyusunan DPS. Dengan kata lain,
pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah kegiatan
untuk memperbaharui, memperbaiki, dan mencatat data pemilih
melalui proses pemutakhiran secara faktual. Kualitas DPT yang
dihasilkan sangat bergantung pada keakuratan data yang disajikan,
yaitu kebenaran dalam bentuk dan isi data sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan. Adapun secara teknis, pemutakhiran data pemilih
adalah sebagai bentuk jaminan bagi pemilih untuk dapat

menggunakan hal pilihnya.

Selain itu, adapun tujuan dari pemutakhiran dan penyusunan daftar
pemilih adalah untuk memastikan seluruh pemilih terdaftar dalam

Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara komprehensif, memastikan data
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pemilih secara faktual/akurat, memastikan tidak mengandung nama-
nama orang yang tidak berhak untuk memilih, melayani pemilih
dalam menggunakan hak pilihnya, dan mempersiapkan logistik

Pemilu.

Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)

Sidalih merupakan sistem informasi data pemilih berbasis online yang
digunakan guna mendukung kerja penyelenggara pemilihan umum
dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara, dan
melayani pemilih yang berkaitan dengan data pemilih. Berdasarkan
peraturan KPU pasal 1 butir 46 menyatakan “Sistem informasi data
pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem elektronik dan
teknologi informasi yang digunakan untuk membantu petugas dalam
menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, dan memelihara daftar
pemilih”. Sistem informasi data pemilih adalah sebuah sistem
informasi berbasis teknologi komputer yang digunakan KPU untuk
membantu petugas dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar
pemilih (Warastuti, 2015). Lebih lanjut menurut (Warastuti, 2015)
mengatakan bahwa Sidalih memiliki 4 (empat) fungsi yaitu
sosialisasi, pendeteksi data ganda, kesinambungan data, dan

perekaman data pemilih.

Penggunaan Sidalih dalam gelaran Pemilu sejatinya dikembangkan
agar dapat digunakan oleh petugas/operator, PPS, PPK, dan KPU
Kab/Kota maupun KPU Provinsi untuk membantu proses
pemutakhiran data pemilih secara digital tanpa perlu
mengelompokkan pemilih secara manual. Peran Sidalih dalam Pemilu
juga berfungsi sebagai CRUDE (Create, Read, Update, and Delete)
dalam proses pemutakhiran data pemilih. Selain itu, penggunaan
Sidalih juga dapat digunakan sebagai alat bantu publikasi daftar
pemilih di laman KPU Provinsi maupun Kab/Kota serta yang tidak
kalah pentingnya adalah Sidalih memiliki fungsi untuk monitoring
yang sangat membantu KPU dalam memantau proses penyusunan

daftar pemilih, memberikan hasil analisis secara nasional yang berupa
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kemungkinan data ganda dan data pemilih yang tidak memenuhi
syarat (Cahyaningsih et al., 2019).

Sidalih dikembangkan dengan basis web yang bersifat terpusat di
server KPU. Setiap KPU Provinsi dan Kab/Kota hanya diberikan
akses untuk mengolah dan memutakhirkan data di wilayahnya
masing-masing pada saat tahapan data pemilih berlangsung. Sidalih
dijalankan dan dioperasikan oleh operator di masing-masing KPU
Provinsi dan Kab/Kota serta dapat juga melibatkan PPK sebagai
operator di tingkat kecamatan dan PPS di tingkat kelurahan. Dalam
proses pemutakhiran data, tidak hanya menggunakan internet tetapi
juga dapat menggunakan aplikasi spreadsheet seperti Excel dengan

format yang telah disesuaikan untuk kebutuhan aplikasi Sidalih.

Penerapan dan implementasi Sidalih menemui beberapa kendala,
antara lain infrastruktur jaringan internet dan listrik di beberapa
wilayah di Indonesia yang belum merata dan memadai, rendahnya
kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjadi
operator Sidalih, dan waktu penyusunan daftar pemilih yang terlalu
singkat. Oleh karena itu, proses unggah data pemilih dalam sistem
Sidalih  menyebabkan frekuensi yang sangat tinggi (crowded).
Meskipun penggunaan Sidalih sangat membantu proses pemutakhiran
data, terdapat beberapa kontroversi yang diantaranya menurut
(Cahyaningsih et al., 2019) terdapat isu keakuratan daftar pemilih dan
minimnya pembaruan (update) teknologi sebagai solusi untuk isu

tersebut.

Adapun dasar hukum penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih
diatur dalam pasal 218 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang
menyebutkan: (1) KPU dan KPU Kab/Kota dalam menyediakan data
pemilih, DPS, dan DPT memiliki sistem informasi yang terintegrasi
dengan sistem administrasi kependudukan; (2) KPU dan KPU

Kab/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih
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sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); (3) ketentuan lebih lanjut
mengenai Sistem Informasi Data Pemilih diatur dengan PKPU.

2.5. Kerangka Pikir
Menurut (Marihot et al., 2020) “kerangka pikir merupakan sintesis tentang
hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang
dideskripsikan”. Dengan adanya kerangka pikir akan lebih memudahkan

peneliti dalam mengidentifikasi korelasi atau pengaruh antar variabel.

Kepuasan pengguna dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui
sejauh mana kualitas dari sebuah sistem informasi yang berdampak kepada
kebermanfaatan dan kemudahan dalam proses penyusunan dan
pemutakhiran data pemilih. Kepuasan pengguna adalah respons atau sikap
yang dihasilkan dari interaksi pengguna dengan sebuah sistem. Dengan
sistem informasi yang berkualitas dan membawa manfaat akan
memberikan kepuasan terhadap pengguna, begitu pun sebaliknya jika
sebuah sistem informasi tidak dikembangkan dengan baik maka pengguna

akan merasa tidak puas dengan sistem yang dihasilkan.

Dengan kata lain, kualitas sistem informasi berpengaruh terhadap kepuasan
pengguna. Dengan adanya sebuah sistem informasi yang berkualitas maka
akan memudahkan dalam proses pemutakhiran data sehingga hal itu juga
dapat berdampak signifikan terhadap kepuasan pengguna dari Sistem
Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini
terdapat 2 (dua) variabel yang ingin diteliti, yaitu 1 (satu) variabel bebas
dan 1 (satu) variabel terikat. Adapun variabel bebas dari penelitian ini
adalah Kualitas Sistem Informasi, sedangkan variabel terikat pada
penelitian ini adalah Kepuasan Pengguna. Adapun gambaran terkait
kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



/Kualitas Sistem Informasi (X)\
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Kepuasan Pengguna

(Y)
1. Isi (content),
2. Akurasi
(accuracy),

\ 4

3. Format (format)

4. Ketepatan waktu
(timelinesss), da
5. Mudah

digunakan (ease
of se).

~

n

J

Gambar 4. Kerangka Pikir

1. Reliabilitas Sistem,
2. Fleksibilitas Sistem,
3. Integrasi Sistem,
4. Aksesibilitas Sistem,
dan
5.  Waktu Respons
Sistem,
6. Kelengkapan
Informasi,
7. Mudah Dipahami,
8. Keakuratan
Informasi, dan
9. Relevan
Keterangan:
=_)

2.6. Hipotesis Penelitian

: Panah arah pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikat secara parsial

Menurut (Marihot et al., 2020: 334) hipotesis penelitian adalah “dugaan

atau anggapan sementara yang menjadi dasar pokok dari penelitian”. Lebih

lanjut menurut (Marihot et al., 2020: 329) hipotesis adalah jawaban

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis

sering kali dikatakan hasil penelitian yang sementara, karena jawaban yang

diberikan hanya berdasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi

hipotesis dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan

masalah dan belum menjadi jawaban yang empiris (Marihot et al., 2020:

330).

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
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: Terdapat pengaruh yang positif antara kualitas sistem informasi
terhadap kepuasan pengguna sistem informasi data pemilih pada
Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.

: Tidak ada pengaruh yang positif antara kualitas sistem informasi
terhadap kepuasan pengguna sistem informasi data pemilih pada
Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.



I11. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif dengan desain penelitian korelasional dan menggunakan metode
Ex-Post Facto. Menurut (Sugiyono, 2014: 2) “Metode penelitian adalah
cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”
(Sugiyono, 2014: 15), juga menjelaskan metode kuantitatif adalah
penelitian yang datanya berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan
statistik™.

Penelitian dengan menggunakan desain korelasional menurut Afrizal
(dalam Hamdan, 2022: 887) adalah penelitian yang bertujuan untuk
menentukan ada tidaknya pengaruh atau hubungan variabel-variabel yang
berbeda dan seberapa jauh pengaruh atau hubungan variabel-variabel (yang
dapat diukur) atau lebih, sedangkan jenis metode ex-post facto menurut
(Sugiyono, 2014: 7) adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti
peristiwa yang telah terjadi, kemudian merunut ke belakang untuk

mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan kejadian tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu
kualitas sistem informasi (X) terhadap variabel terikat yaitu kepuasan
pengguna (Y) Sistem Informasi Data Pemilih. Teknik yang digunakan
dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan

angket dan dokumentasi.
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3.2. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah kegiatan yang ditempuh

dalam penelitian. Tahap-tahap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Memilih subjek penelitian yaitu operator Sistem Informasi Data
Pemilih (Sidalih) di KPU Kota Bandar Lampung, PPK, dan PPS
pokja Pemutakhiran Data Pemilih,

Menyusun Kisi-kisi dan instrumen pengumpulan data berupa
angket,

Uji coba instrumen pengumpulan data pada subjek,

Menganalisis data dari hasil uji coba instrumen untuk mengetahui
validitas dan reliabilitas instrumen yang telah dibuat,

Menghitung data yang diperoleh untuk mengetahui pengaruh
Kualitas Sistem dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan
Pengguna Sistem Informasi Data Pemilih,

Melakukan interpretasi perhitungan data, dan

Melaksanakan penggandaan laporan penelitian.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
dan dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2022/2023.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1.

Populasi Penelitian

Menurut Furchan (dalam Basuki & Rahayu, 2020) populasi
merupakan seluruh anggota kelompok orang, kejadian, atau objek
yang telah dirumuskan oleh peneliti secara jelas. Menurut
(Sugiyono, 2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulan”. Dapat disimpulkan bahwa populasi bukan
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hanya sekumpulan atau sekelompok orang yang diteliti, tetapi
benda-benda dan alam yang ada meliputi seluruh hal yang menjadi
karakteristik ataupun sifat yang berkaitan dengan objek tersebut.
Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan perangkat
penyelenggara Pilkada yang ada di tingkat KPU Kota Bandar
Lampung yang berkaitan langsung dengan penggunaan Sidalih yang
terdiri dari 2 orang operator tingkat KPU Kota Bandar Lampung, 20
orang anggota PPK se-Kota Bandar Lampung pokja pemutakhiran

data pemilih, dan 126 orang anggota PPS pokja pemutakhiran data.

Sampel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2014) “sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Untuk
menentukan sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan rumus
Slovin. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan
secara purposive sampling dengan taraf kesalahan 5%, teknik
purposive sampling yaitu “teknik pengambilan sampel yang
digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel,

terutama orang-orang yang dianggap ahli” (Priyono, 2016: 118).

Adapun rumus Slovin sebagai berikut:

- N
1+ N (e)?
Keterangan:
n : Jumlah Sampel
N : Ukuran Populasi
e : Batas Kesalahan

Perhitungan sampel dengan rumus di atas adalah sebagai berikut:

B 148 _ 148
1+ 148(0,05)2 1,37

n =108,02 = 108
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Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin dapat
ditarik kesimpulan bahwa sampel pada penelitian ini sebanyak 108

orang.

3.5. Variabel Penelitian
Sebelum melakukan penelitian, peneliti diharuskan untuk menentukan
variabel penelitian, pada penelitian ini terdapat variabel bebas
(independent) dan variabel terikat (dependpent). Menurut Umar (dalam
Christalisana, 2018) variabel independent adalah variabel yang menjadi
sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel terikat, sedangkan variabel
terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Kedua

variabel tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (X) yakni: Kualitas Sistem Informasi Sidalih
2. Variabel Terikat (Y) yakni: Kepuasan Pengguna Sidalih

3.6. Definisi Konseptual dan Operasional

3.6.1. Definisi Konseptual
Definisi konseptual digunakan untuk mengetahui penarikan batasan
yang menjelaskan suatu konsep dengan singkat, jelas, dan tegas.
Definisi konseptual pada variabel penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Variabel Kualitas Sistem Informasi (X)
Kualitas sistem informasi mempunyai komponen seperti
ketersediaan  peralatan, reliabilitas, kemudahan untuk
digunakan, dan waktu respons. Komponen-komponen tersebut
menjadi faktor penentu sebuah sistem informasi dapat memiliki
nilai guna atau tidak. Selain itu, menurut (DeLone & McLean,
2016) Kualitas sistem informasi berkaitan dengan system use,
user satisfaction, dan net benefits. Maka disusunlah indikator
Kualitas Sistem sebagai berikut: (1) Reliabilitas sistem, (2)
Fleksibilitas sistem, (3) Integrasi sistem, (4) Aksesibilitas



34

sistem, dan (5) Ketepatan waktu sistem. (6) Kelengkapan
informasi, (7) Mudah dipahami, (8) Keakuratan informasi, dan
(9) Relevan.

2. Variabel Kepuasan Pengguna (Y)

Kepuasan pengguna erat kaitannya dengan respons atau sikap
yang dihasilkan dari interaksi pengguna dengan sebuah sistem.
Dengan sistem yang baik dan membawa manfaat akan
memberikan kepuasan terhadap pengguna, begitu pun
sebaliknya jika sebuah sistem tidak dikembangkan dengan baik
maka pengguna akan merasa tidak puas dengan sistem yang
dihasilkan. Maka disusunlah indikator Kepuasan Pengguna
adalah sebagai berikut: (1) Isi, (2) Akurasi, (3) Format, (4)
Ketepatan waktu, dan (5) Mudah digunakan.

3.6.2. Definisi Operasional
Definisi operasional digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu
variabel diukur. Definisi operasional pada variabel penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Variabel Kualitas Sistem Informasi (X)
Kualitas sistem informasi berarti sebuah kualitas dari
kombinasi hardware dan software dalam sebuah sistem
informasi. Fokus dari sebuah sistem informasi adalah
performa atau fungsinya yang merujuk pada kemampuan
perangkat lunak, kebijakan, dan sebuah prosedur dalam sistem
informasi yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh
pengguna (DeLone & McLean, 2016).

Pengukuran kualitas sistem informasi yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan indikator menurut (Nelson et al.,
2005: 206). Adapun indikator yang digunakan adalah sebagai
berikut:
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7)

8)

9)
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Reliabilitas sistem,

a. Sidalih tahan dan handal dari kerusakan

b. Sidalih dapat mengoreksi adanya kesalahan input

Fleksibilitas sistem,

a. Sidalih yang digunakan sesuai dengan yang
ditetapkan

b. Spesifikasi Sidalih sesuai dengan yang dibutuhkan
oleh operator

Integrasi sistem,

a. Adanya kemudahan input data dalam Sidalih

b. Tools dalam Sidalih dapat membantu pengguna

Aksesibilitas sistem, dan

a. Sidalih mudah diakses kapan pun oleh operator

Waktu respons sistem

a. Sidalih cepat dalam merespons saat melakukan
upload data

Kelengkapan informasi,

a. Sidalih memiliki kelengkapan informasi yang baik
tentang data pemilih

b. Informasi data pemilih sesuai dengan fakta di
lapangan

Mudah dipahami,

a. Sidalih mudah dipelajari oleh operator

b. Modul penggunaan Sidalih mudah dipelajari

Keakuratan informasi, dan

a. Akurasi data pemilih Sidalih dapat dipertanggung
jawabkan

b. Sidalih menghasilkan data dan informasi pemilih
yang akurat

Relevan

a. Informasi dalam Sidalih sesuai data yang

dimutakhirkan



36

b. Sidalih dapat menghasilkan informasi terbaru
dan tepat waktu

Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Kualitas Sistem Informasi

Variabel

Indikator

Sub Indikator Jumlah Nomor Item
Butir

Kualitas
Sistem
Informasi

Reliabilitas
sistem

Fleksibilitas
sistem

Integrasi sistem

Aksesibilitas
sistem

Waktu respons
sistem

Kelengkapan
informasi

1. Sidalih tahan
dan handal dari
kerusakan

2. Sidalih dapat
mengoreksi
adanya
kesalahan
input

1. Sidalih yang
digunakan
sesuai dengan
yang ditetapkan

2. Spesifikasi 4 3,4,5,11
Sidalih sesai
dengan yang
dibutuhkan
oleh operator

1. Adanya
kemudahan
input data
dalam Sidalih

2. Tools dalam
Sidalih dapat
membantu
pengguna

1. Sidalih mudah
diakses kapan
pun oleh
operator

1. Sidalih cepat
dalam
merespons saat 2 14,15
melakukan
upload data

1. Sidalih
memiliki
kelengkapan
informasi yang
baik tentang
data pemilih

2. Informasi data
pemilih sesuai

5 7,8,10,12,13

4 16,17,18,19
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Variabel

Indikator Sub Indikator Jumlah Nomor Item
Butir

dengan fakta di
lapangan

Mudah 1. Sidalih mudah
Dipahami dipelajari oleh

operator
2. Modul 5 20,21,22,23,24
penggunaan
Sidalih mudah
dipelajari

Keakuratan 1. Akurasi data
informasi pemilih pada

Sidalih dapat
dipertanggung
jawabkan
2. Sidalih 3 25,26,27
menghasilkan
data dan
informasi
pemilih yang
akurat

Relevan 1. Informasi

dalam Sidalih
sesuai data
yang
dimutakhirkan
2. Sidalih dapat
menghasilkan
informasi
terbaru dan
tepat waktu

3 28,29,30

Sumber Indikator: (DeLone & McLean, 2016)

2. Variabel Kepuasan Pengguna (Y)

Menurut (Jogiyanto, 2007: 23) “kepuasan pengguna adalah
respons atau sikap pengguna terhadap penggunaan keluaran
(output) dari sistem informasi”. Selain itu menurut Somers et
al (dalam Fendini, 2020) mendefinisikan “end-user
satisfaction (EUS) sebagai sebuah sikap afektif terhadap
perangkat lunak aplikasi tertentu oleh seseorang yang
berinteraksi secara langsung dengan sebuah sistem”. Artinya
bahwa kepuasan pengguna timbul karena sistem yang

digunakan oleh pengguna dapat bermanfaat secara optimal
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dengan cara melakukan interaksi atau mengoperasikannya

secara langsung.

Adapun indikator pada penelitian ini menggunakan indikator
yang dikemukakan oleh (Somers et al, 2003) yang
mengungkapkan sebagai berikut:
1) Isi,
a. Pengguna puas terhadap data Sidalih yang berisi
data pemilih yang telah dimutakhirkan
b. Pengguna puas terhadap sistem informasi yang
telah di update dengan software terbaru
2) Akurasi,
a. Pengguna puas terhadap data pemilih yang telah
akurat pada Sidalih
b. Pengguna sangat puas terhadap data pemilih
anomali langsung terdata by system
3) Format,
a. Pengguna puas terhadap Sidalih karena
menggunakan format yang berisi tools lengkap
b. Pengguna puas terhadap Sidalih karena
menggunakan sistem informasi yang ringan
sehingga dapat digunakan pada jaringan internet
yang ber-bandwith rendah
4) Ketepatan waktu, dan
a. Pengguna puas terhadap upload data pemilih
dalam Sidalih karena telah diatur dalam regulasi
yang jelas
b. Pengguna puas terhadap penetapan data pemilih
menggunakan Sidalih sehingga dapat diakses oleh

seluruh stakeholder



5) Mudah digunakan

a. Pengguna puas karena Sidalih mudah digunakan
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untuk menganalisis kegandaan data pemilih

b. Pengguna puas karena Sidalih memudahkan kerja

dalam memutakhirkan data pemilih

Tabel 5. Kisi-Kisi Instrumen Variabel Kepuasan Pengguna

Variabel

Indikator

Sub Indikator

Jumlah Nomor
Butir ltem

Kepuasan
Pengguna

Isi

Akurasi

Format

Ketepatan waktu

Mudah
digunakan

Pengguna puas
terhadap data
pada Sidalih
yang telah
dimutakhirkan
Pengguna puas
terhadap sistem
dan informasi
yang telah di
upload
Pengguna puas
terhadap data
pemilih yang
akurat
Pengguna puas
terhadap
anomali data
yang terdeteksi
Pengguna puas
terhadap
Sidalih karena
menggunakan
format yang
lengkap
Pengguna puas
terhadap
upload data
pemilih dalam
Sidalih
Pengguna puas
terhadap
kinerja Sidalih
Sidalih cepat
dalam
merespons saat
melakukan
upload data

2 9,10

Sumber Indikator: (DeLone & McLean, 2016)
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3.7. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data diharuskan menggunakan alat pengumpulan
data yang relevan agar data yang diperoleh data yang nyata. Pengumpulan
data diambil penelitian melalui angket dan dokumentasi. Untuk penjelasan
lebih lanjut sebagai berikut:

3.7.1. Kuesioner
Penelitian ini menggunakan angket yang ditujukan kepada pengguna,
operator, dan pengambil keputusan yang terkait pemutakhiran data
pemilih pada Sistem Informasi Data Pemilih, hal ini bertujuan agar
peneliti dapat menarik kesimpulan terkait pengaruh kualitas sistem
dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna Sistem Informasi
Data Pemilih. Sedangkan pengambilan dan pengumpulan data
dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung

kepada responden.

Kuesioner dibuat dengan jenis angket tertutup dan menggunakan
skala Likert yang memiliki 5 (lima) alternatif jawaban. Skala Likert
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang
atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2016: 93).

Adapun tabel alternatif jawaban dengan menggunakan skala Likert

adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Alternatif Jawaban

Bobot Nilai
Pilihan Jawaban Pernyataan Pernyataan
Positif (+) Negatif (-)
Sangat Setuju/Selalu/Sangat Baik 5 1

Setuju/Sering/Baik 4 2
Ragu-ragu/Kadang-Kadang/Cukup Baik 3 3
Tidak Setuju/Jarang/Kurang Baik 2 4
Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah/Tidak 1 5
Baik

Sumber: Sugiyono (2014: 94)
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3.7.2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (dalam Nilamsari, 2014) dokumentasi ditujukan
untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi
buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-
foto, film dokumenter, dan data-data yang menunjang penelitian. Data
dokumentasi yang diambil berupa data sekunder yaitu laporan dan

foto kegiatan pemutakhiran data pemilih.

3.8. Instrumen Penelitian

3.8.1. Instrumen Angket

3.8.2.

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah
kuesioner/angket. Instrumen angket digunakan untuk memperoleh
informasi dari variabel bebas yaitu kualitas sistem dan kualitas
informasi. Sugiyono (2014: 142) menyatakan bahwa angket
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawab. Adapun angket atau kuesioner yang
digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup dengan 30 butir
pertanyaan untuk angket kualitas sistem informasi dan 10 butir
pertanyaan untuk angket kepuasan pengguna, yang dikembangkan

berdasarkan indikator-indikator tiap variabel yang diteliti.

Uji Validitas Angket

Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur
apa yang hendak diukur. Uji validitas instrumen digunakan untuk
mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dalam mendapatkan
data valid atau tidak. Sugiyono (2014: 268) menyatakan valid berarti
instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang
seharusnya diukur. Untuk menguji validitas instrumen maka
digunakan rumus korelasi product moment, seperti yang dikemukakan

oleh Pearson dengan rumus sebagai berikut:



42

o N SXY—(EX)(SY)
Y INSXE—(EX)ZHNEY2—(3Y)2

Keterangan:

Ixy = koefisien antara variabel X dan'Y
N = jumlah sampel

>XY = total perkalian skor X dan Y

>Y = jumlah skor variabel Y

>X = jumlah skor variabel X

¥y X? = total kuadrat skor variabel X
yY? = total kuadrat skor variabel Y

Distribusi/tabel r untuk o = 0,05

Kaidah keputusan:
Jika rhitung > rtabel berarti valid, sebaliknya
Jika rhitung < rtabel berarti tidak valid atau drop out.

Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat pengaruh rxy yaitu dengan
memberikan interpretasi secara sederhana terhadap indeks korelasi

€C %
r

digunakan pedoman sebagai berikut:

Tabel 7. Kriteria Interpretasi Koefisien Korelasi (r)

Koefisien Korelasi r Kriteria Validitas
0,000 - 0,199 Sangat rendah
0,200 - 0,399 Rendah
0,400 — 0,599 Sedang
0,600 - 0,799 Kuat
0,800 — 1,000 Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2014: 184)
3.8.3. Uji Reliabilitas Angket
Menurut (Sugiyono, 2014: 177) uji reliabilitas adalah pengukuran
kembali sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek
yang sama untuk menghasilkan data yang sama. Dalam penelitian ini
peneliti menggunakan rumus alpha cronbach. Adapun rumus yang

digunakan untuk mencari reliabilitas adalah sebagai berikut:
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2
ru(%).(l—%)

Keterangan:

ri = Reliabilitas instrumen
Yo? = Varians butir soal

o? = Varian total soal

n = Banyaknya soal

Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha cronbach
apabila:
ri > rianel, maka alat ukur tersebut reliabel

I < rapel maka alat ukur tidak reliabel.

Tabel 8. Kriteria Interpretasi Koefisien (r)

Koefisien r Kriteria Reliabilitas
0,800 — 1,000 Sangat Tinggi
0,600 — 0,799 Tinggi
0,400 — 0,599 Sedang/Cukup
0,200 - 0,399 Rendah
0,000 - 0,199 Sangat Rendah

Sumber: (Sugiyono, 2014: 186)

3.9. Uji Asumsi

Analisis data atau pengolahan data merupakan suatu langkah penting pada
suatu penelitian. Dalam suatu penelitian seorang peneliti dapat
menggunakan dua jenis analisis, yaitu analisis statistik dan analisis non
statistik. Pada dasarnya statistik mempunyai dua pengertian yang luas dan
yang sempit. Dalam pengertian yang luas statistik merupakan cara-cara
ilmiah yang dipersiapkan untuk mengumpulkan, mengajukan, dan
menganalisis data yang berwujud angka. Sedangkan dalam pengertian yang
sempit statistik merupakan cara yang digunakan untuk menunjukkan semua
kenyataan yang berwujud angka. Data yang dinilai adalah data variabel
bebas: Kualitas Sistem Informasi (X) dan variabel terikat yaitu Kepuasan

Pengguna (Y).
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3.9.1. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang
terkumpul terdistribusi normal atau tidak normal. Uji normalitas data
dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat (X?) seperti yang

diungkapkan (Sugiyono, 2014: 241), yaitu:

X2=yk (f0-fe)?

i=1 e
Keterangan:
X2 = Nilai Chi Kuadrat
Fo = Frekuensi yang diobservasi
Fe = Frekuensi yang diharapkan

K = Banyaknya kelas interval

Cara membandingkan X2 hitung dengan X? tabel untuk a = 0,05 dan
derajat kebebasan (dk) = k-2, maka dicocokkan pada tabel Chi
Kuadrat) dengan kaidah keputusan sebagai berikut: Jika X?hitung <

X2tabel, artinya distribusi data normal, dan jika X2hitung = X>tabel,

artinya distribusi data tidak normal.

3.9.2. Uji Linieritas
Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel
memiliki hubungan yang linear atau tidak. Rumus utama pada uiji

linieritas yaitu dengan nilai Sig. Deviation from linearity.

Hasil nilai Sig. Deviation from linearity > 0,05, maka terdapat

hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.10. Uji Hipotesis
3.10.1. Uji Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi linier sederhana adalah sebuah metode
pendekatan untuk pemodelan pengaruh atau hubungan antara satu

variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam analisis
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regresi sederhana, hubungan atau pengaruh variabel bersifat
linier, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh
perubahan pada variabel Y secara tetap. Jadi analisis regresi linier
sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh secara
signifikan dan positif antara kualitas sistem informasi terhadap
kepuasan pengguna Sidalih pada Pilkada tahun 2020 di Kota

Bandar Lampung.

Sumbangan Efektif merupakan suatu variabel independen
terhadap variabel dependen dalam analisis regresi. Penjumlahan
dari SE semua variabel independen adalah sama dengan jumlah
nilai R Square (R"2). Sumbangan Relatif merupakan suatu
ukuran yang menunjukkan besarnya sumbangan suatu variabel
independen terhadap jumlah kuadrat regresi. Jumlah SR dari

semua variabel independen adalah 100% atau sama dengan 1.

Menurut (Ghozali, 2011: 45) Koefisien determinasi digunakan
untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel dependen. Dari koefisien
determinasi tersebut (R2) dapat diperoleh suatu nilai guna
mengukur besarnya sumbangan dari beberapa variabel X
terhadap variasi naik turunnya variabel Y. Hasil dari nilai R2
yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen
dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang
mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

variabel dependen.

Rumus uji regresi sederhana menurut (Sugiyono, 2014: 184)
sebagai berikut:



Y =a+bx

Keterangan:
Y = Kepuasan pengguna Sidalih
a = Konstanta

bX = Koefisien Regresi X

Rumus mencari SE dan SR sebagai berikut:

Sumbangan Efektif (X)% = Betay x X 1, X 100%

Sumbangan Relatif (X)% = Sumbangan Efektif (X)%

R Square

Keterangan:
Betay = Koefisien Regresi

Ty = Koefisien Korelasi
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IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga resmi kenegaraan yang
menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum
tersebut meliputi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),
Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah tingkat
Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Komisi Pemilihan Umum di Indonesia
bersifat nasional, tetap dan mandiri atau mandiri. Hal ini tercantum pada
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 yang menyatakan
bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara

pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000, dahulu anggota
Komisi Pemilihan Umum dapat diisi oleh unsur-unsur atau anggota partai
politik, tetapi sekarang anggota Komisi Pemilihan Umum tidak
diperkenankan dari partai politik. Komisi Pemilihan Umum tersebar di
Indonesia baik di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota, termasuk pada
Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Dalam Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 menjelaskan berbagai lembaga yang memiliki tugas
untuk mewujudkan pemilihan umum yang mengatasnamakan langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil), yaitu:

1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)

3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota

4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)

5) Panitia Pengawas Pemilu Lapangan



6)
7)
8)
9)
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Pengawas Pemilu Lapangan
Pengawas Pemilu Luar Negeri
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

10) Panitia Pengawas Suara (PPS)
11) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

13) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

Penyelenggara pemilihan umum berpedoman pada asas:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Mandiri

Jujur

Adil

Kepastian hukum

Tertib Penyelenggara Pemilu
Kepentingan Umum
Keterbukaan
Proporsionalitas
Akuntabilitas

10) Efisiensi
11) Efektivitas

Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang penting dalam jalannya

pemilihan umum di Indonesia sebagai pelaksana pemilihan sehingga

perannya sangat diharapkan dapat berimbas kepada pemilihan yang

demokratis, jujur dan adil dalam rangka pengimplementasian amanat

kenegaraan.

4.1.1.

Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu terwujudnya Komisi Pemilihan
Umum sebagai penyelenggara yang memiliki integritas, akuntabel,
transparan, mandiri dan profesional untuk menciptakan demokrasi

Indonesia yang berkualitas berdasarkan Undang-Undang Dasar
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1945 dan Pancasila dalam lingkup Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi, yaitu:

1.

Membangun badan penyelenggara pemilu yang memiliki
kredibilitas, kapasitas  dan kompetensi dalam
menyelenggarakan pemilu

Menyelenggarakan pemilu untuk memilih DPR, DPD,
DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, adil, akuntabel, beradab dan edukatif
Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu yang efektif,
efisien dan bersih

Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara
setara dan adil serta menegakkan peraturan pemilu secara
konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku
Meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk ikut serta
dan aktif dalam pemilu guna mewujudkan cita-cita

masyarakat Indonesia yang Demokratis

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu menjadi

penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional,

berintegritas dan terwujudnya pemilihan umum yang luber dan

jurdil. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggara pemilihan umum yang

efisien dan efektif, akuntabel, transparan serta aksesibel
Meningkatkan kompetensi, kemandirian, integritas dan
profesionalitas penyelenggara pemilihan umum dengan
mengukuhkan code of conduct penyelengara pemilihan
umum

Menyusun peraturan di bidang pemilihan umum untuk
memberikan kepastian hukum, partisipatif dan progresif
Meningkatkan kualitas pelayanan pemilihan umum untuk

seluruh pemangku kepentingan



4.1.2.

50

5. Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemilih pada
pemilihan umum, pemilih berdaulat negara kuat
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi

dalam penyelenggaraan pemilihan umum

Visi dan misi dicipatakan sebagai pedoman dan target Komisi
Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya sehingga nantinya diharapkan tidak berjalan di

luar visi dan misi tersebut.

Fungsi, Wewenang, dan Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota
Bandar Lampung

Tugas pokok Komisi Pemilihan Umum yaitu sebagai penyelenggara
pemilihan umum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 22 E ayat 5 yang menyatakan bahwa pemilihan umum
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum vyang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri. Dengan melaksanakan tugas pokoknya
Komisi Pemilihan Umum memunyai tugas serta kewenangan yang
diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perubahan atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum. Adapun tugas, wewenang dan kewaiban Komisi Pemilihan
Umum yang diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
Pasal 10, yaitu:

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum pada

penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, yaitu:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta
menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di
kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;



10.

11.

12.

o1

Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan
penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah
kerjanya;

Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan
memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur,
Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai
daftar pemilih;

Menetapkan dan  mengumumkan hasil  rekapitulasi
penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara
rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

Melakukan  dan  mengumumkan  rekapitulasi  hasil
penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota
yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi
penghitungan suara di PPK;

Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat
penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
Menerbitkan  keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk
mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah
kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang
bersangkutan dan membuat berita acaranya;

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang

disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
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13. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU
Kabupaten/Kota,  dan  pegawai  sekretariat ~ KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan  Pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU
Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

15. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan

16. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh
KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam

penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta
menetapkan jadwal di kabupaten/kota;

2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan  di
kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan
penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah
kerjanya;

5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan
memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur,
Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai
daftar pemilih;

6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
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10.

11.

12.

13.

53

Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang
bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan
suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara
dan sertifikat hasil penghitungan suara;

Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat
penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan
pelanggaran Pemilu;

Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU
Kabupaten/Kota, = dan  pegawai  sekretariat ~ KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau
yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU
Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu; dan

Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh

KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam

penyelenggaraan pemilihan Bupati atau Walikota, yaitu:

1.

Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan
Bupati/Walikota;

Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota
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11.
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dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU
Provinsi;

Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap
tahapan penyelenggaraan pemilihan  Bupati/Walikota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur
serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan
semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU
Provinsi;

Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan
pemilihan Bupati/Walikota;

Memutakhirkan ~ data  pemilih  berdasarkan  data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau
pemilihan gubernur dan Bupati/Walikota terakhir dan
menetapkannya sebagai daftar pemilih;

Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan
pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU
Provinsi;

Menetapkan calon Bupati/Walikota yang telah memenuhi
persyaratan;

Menetapkan dan  mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan
rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di
wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat
sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya
kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota,
dan KPU Provinsi;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk
mengesahkan hasil pemilihan  Bupati/Walikota dan
mengumumkannya;

Mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan

dibuatkan berita acaranya;

Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU
melalui KPU Provinsi;

Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan
pelanggaran pemilihan;

Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU
Kabupaten/Kota, dan  pegawai  sekretariat KPU
Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan
gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan
dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan
pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU
Provinsi;

Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan
pemilihan Bupati/Walikota;

Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam
Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota; dan
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21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh

KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung,

yaitu:

1.

Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran
pemilihan umum

Menyusun dan mengelola rencana anggaran pemilihan umum
Menyusun dan mengelola data pemilih

Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi sosialisasi
peraturan pemilihan umum

Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan
konsultasi hukum penyelenggaraan pemilihan umum
Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk administrasi dan
verifikasi faktual partai politik peserta pemilihan umum
Mengelola dan Menyusun rencana bagian keuangan, umum

dan logistik.

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan
pemilihan DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden,
Gubernur, Bupati dan Walikota, yaitu:

1.

Melaksanakan semua tahapan pemilihan umum dengan waktu
yang tepat

Memperlakukan peserta pemilu dengan adil dan setara
Menyampaikan informasi  pemilihan umum  kepada
masyarakat

Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
penyelenggaraan pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan

Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi
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6. Memelihara, mengelola, merawat dokumen/arsip serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip
yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasioal
Republik Indonesia

7. Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

8. Menyampaikan laporan secara berkala tentang tahapan
pemilihan umum kepada Presiden dan DPR dengan tembusan
oleh Bawaslu

9. Membuat berita acara setiap diadakannya pleno yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan
Umum

10. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan umum
kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari pasca pengucapan sumpah
atau janji

11. Menyediakan data hasil pemilihan umum secara nasional
paling lambat 7 (hari) setelah hasil direkapitulasi

12. Melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP)

13. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 6, Komisi
Pemilihan Umum Daerah sebagai penyelenggara pemilihan

memiliki kewajiban, yaitu:

1. Memperlakukan paslon secara setara dan adil

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan jasa dan barang yang
berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan

3. Menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Raykat
Daerah di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan uum dan

menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat
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4. Memelihara dokumen dan arsip pemilih serta mengelola
barang-barang inventaris milik Komisi Pemilihan Umum
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran

6. Melaksanakan semua tahapan pemilu tepat pada waktunya

Berikut merupakan bagan struktur keorganisasian komisioner

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung:

KETUA
DEDY TRIYADI

Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan
Rumah Tangga

,, b

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
FERRY HAMAMI IKA ROBIUL
TRIATMOJO o KARTIKA
Divisi Divisi Hukum
Divisi Teknis Sosialisasi Divisi dan
Penyelenggaraa Pendidikan Perencanaan Pengawasan
n dan Pemilu Pemilih, Data dan

Gambar 5. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

4.2. Gambaran Umum Penggunaan Sidalih di Indonesia
Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) merupakan suatu teknologi
informasi yang digunakan oleh KPU sebagai alat bantu penyusunan dan
pemutakhiran daftar pemilih. Pada proses suatu Pemilihan, pemutakhiran
daftar pemilih merupakan elemen yang sangat penting karena dari hasil
pemutakhiran daftar pemilih ini nantinya akan menciptakan baik buruknya
sebuah pemilihan baik Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala
Daerah. Jika pada penerapannya, Sidalih dapat digunakan sesuai

peruntukannya secara maksimal maka kualitas pemilihan akan baik.
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Berdasarkan Peraturan KPU Pasal 1 Butir 46 menyebutkan; “Sistem
Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem
elektronik dan teknologi inofrmasi yang digunakan untuk membantu
petugas dalam menyusu, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara
daftar pemilih”. Penggunaan Sidalih diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun
2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Tujuan penggunaan Sidalih adalah
untuk membantu petugas atau operator dalam proses pemutakhiran dan

penyusunan daftar pemilih.

Sidalih dalam proses Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah
dapat digunakan oleh petugas PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU
Provinsi untuk melakukan proses penyusunan dan pemutakhiran daftar
pemilih secara terkomputerisasi dengan tanpa menggunting data pemilih
dan mengelompokkan ke TPS secara manual. Pada penggunaannya, Sidalih
dijalankan oleh operator masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten
Kota serta dapat juga melibatkan anggota PPK dan PPS sebagai operator di
tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Yendy Burdady, Faridah, dan Ovita
Charolina: 2022). Selain itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dapat
mengakses Sidalih sebagai pihak controlling atau pengawasan, namun pada
Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar Lampung yang lalu Bawaslu Provinsi
Lampung dan Bawaslu Kota Bandar Lampung tidak meminta akses Sidalih
melainkan hanya meminta akses Silon dan Sipol saja. Jadi pada Pilkada
tahun 2020 di Kota Bandar Lampung pihak yang dapat menggunakan
Sidalih hanya KPU Provinsi Lampung, KPU Kota Bandar Lampung,
beserta Badan Ad hoc (PPK dan PPS).

Pada penggunaan Sidalih ini, proses yang paling sering dilakukan oleh user
adalah proses pemeutakhiran data yang tugasnya adalah untuk
menyelesaikan data invalid dan menghindari data pemilih ganda yang
selama ini menjadi beban dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun
Pilkada. Penerapan dan implementasi Sidalih menemui beberapa kendala,
antara lain infrastruktur jaringan internet dan listrik di beberapa wilayah di

Indonesia yang belum merata dan memadai, rendahnya kualitas dan
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kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjadi operator Sidalih,
dan waktu penyusunan daftar pemilih yang terlalu singkat. Oleh karena itu,
proses unggah data pemilih dalam sistem Sidalih menyebabkan frekuensi
yang sangat tinggi (crowded). Meskipun penggunaan Sidalih sangat
membantu proses pemutakhiran data, terdapat beberapa kontroversi yang
diantaranya menurut (Cahyaningsih et al., 2019) terdapat isu keakuratan
daftar pemilih dan minimnya pembaruan (update) teknologi sebagai solusi

untuk isu tersebut.

Permasalahan utama selain keterbatasan jumlah operator adalah
permasalahan keterbatasan pengguna (user) yang mahir dalam penggunaan
teknologi informasi. Sehingga hal tersebut menyebabkan aplikasi-aplikasi
kepemiluan termasuk Sidalih yang dibuat oleh KPU menjadi tidak
maksimal penggunaannya. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh (Dyah Ajeng, Eko Raharjo, dan Suci Lestari: 2022) di KPU
Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan KPU Kabupaten Magelang
menyatakan jumlah pegawai yang mahir dan menguasai teknologi informasi
tidaklah banyak (dapat dilihat pada tabel 9). Hal ini berdampak pada
sulitnya KPU dalam menentukan operator untuk tiap aplikasi kepemiluan

yang ada.

Tabel 9. Jumlah ASN Mahir Menggunakan Komputer

No. Nama KPU Jumlah Berpendidikan Memiliki
Total ASN Komputer keahlian
dan/atau komputer
sejenisnya
1 KPU Kabupaten 13 2 2
Hulu Sungai
Selatan
2 KPU Kabupaten 16 1 13
Sleman
3 KPU Kabupaten 16 1 5
Magelang

Sumber: (Dyah Ajeng, Eko Raharjo, dan Suci Lestari: 2022)
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Selain permasalahan di atas, permasalahan lainnya yang sama krusialnya
adalah permasalahan server Sidalih yang seringkali bermasalah atau down.
Seperti yang terjadi pada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada saat
Pemilu Serentak tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020,
ketika operator KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan memasukan data
pemilih ke dalam aplikasi, sehingga membuat aplikasi Sidalih tidak dapat
digunakan karena server Sidalih yang bermasalah. Sehingga pada saat itu
solusi yang diambil oleh KPU untuk mengatasi permasalahan jaringan
server Sidalih yang bermasalah tersebut dengan membuat pembagian
jadwal akses masuk ke dalam Sidalih. Namun meskipun begitu, pembagian
waktu tersebut dirasa memberatkan operator terlebih bagi operator yang

mendapat jatah waktu akses di malam hari.

Permasalahan serupa sejatinya dirasakan oleh semua KPU Kabupaten/Kota
se-Indonesia, seperti halnya yang terjadi di KPU Kabupaten Trenggalek
dimana penggunaan Sidalih tidak dapat maksimal dikarenakan jaringan
server yang bermasalah ditambah kondisi wilayah yang minim akses
internet mengakibatkan pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS)
pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang lalu hingga pada tahap perbaikan
ketiga atau DPSHP-3. (Yendy Burdady, Faridah, dan Ovita Charolina:
2022).

Selain permasalahan yang disebuktan di atas, aplikasi kepemiluan yang
dimiliki oleh KPU juga tidak saling terhubung satu dengan lainnya. Hal ini
tentu menjadi titik lemah dan dapat menyulitkan operator aplikasi tersebut.
Sebagai contoh Sidalih dan Silog yang sejatinya memiliki fitur yang sama
untuk mendata jumlah TPS dan jumlah pemilih tiap TPS. Namun pada
kenyataannya, data jumlah TPS dan pemilih tiap TPS yang sudah ada dalam
Sidalih harus dimasukan kembali atau diketik manual ke dalam Silog.
Idealnya data jumlah TPS dan data pemilih tiap TPS sudah langsung dapat
terhubung diantara aplikasi yang ada sehingga dapat memudahkan dan

memaksimalkan penggunaannya.



V1. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anomali daftar pemilih pada
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di Kota
Bandar Lampung yang disebabkan oleh lemahnya sistem dan informasi
dari Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang kerap kali mengalami
gangguan (down) selama proses input data pemilih. Akibatnya, waktu
tenggat input data pada Sidalih menjadi terganggu. Padahal berdasarkan
regulasi yang ada, KPU Kota Bandar Lampung wajib mengikuti tenggat

waktu yang sudah diatur sebelumnya.

Peneliti menggunakan desain penelitian korelasional yang bertujuan untuk
menentukan ada tidaknya pengaruh dan seberapa jauh suatu pengaruh
variabel independent mempengaruhi variabel dependent. Jumlah sampel
pada penelitian ini sebanyak 108 orang dan berdasarkan hasil penelitian
menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara
kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pengguna sebesar 40,7% dan
terdapat 59,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain diluar
penelitian. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan antara kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pengguna
Sistem Informasi Data Pemilih pada Pilkada tahun 2020 di Kota Bandar

Lampung.
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6.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, dapat diajukan

saran-saran yang ditujukan kepada:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan dapat meningkatkan
kualitas Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) karena merupakan
salah satu aplikasi yang fundamental karena memuat terkait daftar

pemilih.

2. Peneliti Lain
Bagi peneliti lain atau berikutnya yang akan melakukan penelitian
dengan objek penelitian serupa, diharapkan penelitian ini dapat
menjadi gambaran, informasi, dan masukan tentang pengaruh
kualitas sistem dan kualitas infomrasi terhadap kepuasan pengguna
Sistem Informasi Data Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan

Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.
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